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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi

Implementasi atau pelaksanaan merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan program/kebijakan. Implementasi sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politk ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan, dan apa yang dapat diperoleh dari suatu program/kebijakan. Menurut Patton dan Sawicki seperti yang dikutip oleh Hessel Nogi S. Tangkilisan dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik yang Membumi bahwa:

”Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisisr, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unti dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan” (Tangkilisan, 2003:9).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, maka dapat kita lihat bahwa tahapan implementasi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu program ditetepkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur. Subarsono dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi mengatakan bahwa:

”Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut ”street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target group)” (Subarsono, 2005:88).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh para pembuat program/kebijakan untuk mempengaruhi birokrasi/badan-badan pemerintah agar memberikan pelayanan/pengaturan terhadap kelompok yang menjadi sasaran dari suatu program/kebijakan. Rippley dan Franklin seperti yang dikutip oleh Hessel Nogi S. Tangkilisan dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik yang Membumi mengemukakan bahwa tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi keputusan adalah:

1. Penafsiran yaitu merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan.

2. Organisasi yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan kebijakan.

3. Penerapan yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya.

(Tangkilisan, 2003:18)

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa organisasi dapat dilihat sebagai aktor atau badan-badan yang berperan dalam pelaksanaan suatu program dengan memfokuskan diri pada peranan birokrasi. Penafsiran terhadap rencana program ke dalam proses implementasi hanya dilakukan oleh organisasi/birokrasi pemerintah dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan suatu program.

2.2 Program

Program merupakan suatu rencana yang terorganisir yang dimulai dari beberapa tahap, yaitu menentukan sasaran yang akan dicapai atau penetapan tujuan dan apabila telah dilaksanakan maka untuk mengurangi kekurangan dilakukan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, mengacu pada program (PPK) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin:

a. Cara kerja

b. Pengelolaan

c. Penyaluran dan pencairan dana

d. Pemantauan dan pengawasan

(Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2006:3-7).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, maka dapat kita lihat bahwa untuk dapat mengukur keberhasilan suatu program yang telah direncanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setidaknya ada hal-hal yang perlu diperhatikan seperti yang dikemukakan di atas. PPK merupakan suatu program yang dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasibuan dalam bukunya yang berjudul Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah mengemukakan bahwa:

”Program adalah sattu rencana yang pada dasarnya telah menggambarkan rencana yang kongkret. Rencana ini kongkret, karena dalam program sudah tercantum, baik sasaran, kebijaksanaan, prosedur, waktu maupun anggarannya” (Hasibuan, 1996:103).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa program merupakan suatu rencana yang telah ditetapkan yang berorientasi pada tujuan tertentu, dalam hal ini PPK merupakan suatu program yang telah ditetapkan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kemampuan pemerintah di tingkat kecamatan di dalam menyusun proposal rencana pengembangan komunitas.
2.3 Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata ”daya”, yang artinya kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari ”empowerment” dalam bahasa Inggris. Pemberdayaan sebagai terjemahan dari ”empowerment” menurut Merriam Webster dalam Oxford English Dictionary seperti yang dikutip oleh Roesmidi dalam bukunya yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat mengandung dua pengertian, sebagai berikut:

a. To give abillity or anable to, yang diterjemahkan sebagai memberi kecakapan atau kemampuan atau memungkinkan untuk

b. To give power or authority to, yang berarti memberi kekuasaan

(Roesmidi, 2006:2).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat kita lihat bahwa pemberdayaan mengandung dua makna. Pertama, yang menekankan kepada proses memberikan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar mereka menjadi lebih berdaya. Kedua, menekankan pada proses mendorong atau memotivasi masyarakat agar mempunyai kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Suharto dalam bukunya yang berjudul Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat mengemukakan bahwa:

”Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (fredom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka” (Suharto, 2005:58).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat kita lihat bahwa pemberdayaan lebih ditekankan kepada kemampuan seseorang khsususnya bagi kelompok yang lemah sehingga mereka mempunyai kekuatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, serta dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Menurut Ife seperti yang dikutip oleh Suharto dalam bukunya yang berjudul Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat mengemukakan bahwa:

Pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

· Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.

· Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.

· Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagsan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.

· Lembaga-lembaga: kemampaun menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.

· Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.

· Aktifitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.

· Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

(Suharto, 2005:59).

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, dapat kita lihat bahwa pemberdayaan lebih ditekankan kepada kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang (kelompok lemah) untuk dapat melakukan segala sesuatu hal yang menyangkut kehidupan dirinya dalam rangka memenuhi kebutuhan. Menurut Carver & Clatter Back seperti yang dikutip oleh Roesmidi dalam bukunya yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat mendefinisikan pemberdayaan sebagai berikut: ”Upaya memberi keberanian dan kesempatan pada individu untuk mengambil tanggungjawab perorangan guna menigkatkan cara kerja mereka dan memberikan kontribusi pada tujuan organisasi” (Reosmidi, 2006:3).

Berdasarkan pendapat tersebut dapat kita lihat bahwa pemberdayaan lebih menekankan kepada upaya untuk memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk bekerja dan bertanggungjawab serta berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan organisasi. Dengan demikian terlihat jelas bahwa pemberdayaan bukanlah proses sepihak, melainkan proses yang dijalankan untuk kepentingan bersama.

2.4 Masyarakat

Masyarakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat atau community dalam bahasa inggris atau juga komunitas. Secara etimologis ”community” berasal dari communitat yang berakar pada comunete atau common. Talizi seperti yang dikutip Roesmidi dalam bukunya Pemberdayaan Masyarakat mengemukakan bahwa :

Community mempunyai dua arti :

a. Sebagai kelompok sosial yang bertempat tinggal di lokasi tertentu, memiliki kebudayaan dan sejarah yang sama

b. Sebagai satuan pemukiman yang terkecil, diatasnya ada kota kecil (town),dan diatas kota kecil ada kota atau kota besar (city) 

(Roesmidi,2006:6).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa masyarakat diartikan sebagai suatu kelompok yang menepat/tinggal di lokasi tertentu yang memiliki latar belakang kebudayaan dan sejarah yang sama. Menurut Ensiklopedia Indonesia, istilah ”masyarakat” sekurang-kurangnya mengandung tiga pengertian sebagai berikut:

a. Sama dengan gesellschaft, yakni bentuk tertentu kelompok sosial berdasarkan rasional, yang diterjemahkan sebagai masyarakat patembayan dalam bahasa Indonesia. Sementara kelompok sosial lain yang masih mendasarkan pada ikatan naluri kekeluargaan disebut gemein-scaft atau masyarakat paguyuban.

b. Merpakan keseluruhan ”masyarakat manusia”, meliputi kehidupan bersama. Istilah ini dihasilkan dari perkembangan ketergantungan manusia yang pada masa terakhir ini sangat dirasakan.

c. Menunjukan tata kemasyarakatan tertentu dengan ciri sendiri (identitas) dan suatu autonomi (relatif), seperti masyarakat Barat, masyarakat primitif yang merupakan kelompok suku yang belum banyak berhubungan dengan dunia sekitarnya.

(Roesmidi,2006:7). 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa pengertian masyarakat dinyatakan sebagai kelompok yang juga membentuk suatu keseluruhan dan menunjukan hubungan manusia serta nilai-nilai sosial. Berdasarkan pengertian diatas dapat disebutkan kelompok masyarakat yang dicirikan menurut hubungan manusia serta nilai-nilai sosial yang berlaku sebagai berikut:

a. Menurut mata pencaharian, seperti masyarakat petani, nelayan, buruh, pedagang dan lain-lain.

b. Menurut lingkungan tempat tinggalnya seperti masyarakat hutan, pantai/pesisir.

c. Menurut tingkat kehidupan ekonomi seperti masyarakat miskin yang dibedakan dengan masyarakat kaya/mapan (the have and have not).

d. Menurut tingkat pendidikan seperti masyarakat terpelajar, intelek/berpengetahuan yang dibedakan dengan masyarakat awam.

e. Menurut penataan lingkungan/pemukiman masyarakatnya seperti masyarakat desa, kota, metropolitan.

f. Menurut lingkungan pergaulan agama seperti ulama, santri, gereja.

g. Menurut tingkat peradaban seperti masyarakat madani sebagai masyarakat yang beradab yang dikotomikan dengan masyarakat jahiliyah.

h. Menurut tingkat kehidupan sosial seperti masyarakat maju, tertinggal dan sebagainya.

i. Menurut jenis kelamin (jender) yang dibedakan antara perempuan (feminin) dengan laki-laki (maskulin).

(Roesmidi, 2006:8).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas, dapat kita lihat bahwa kelompok masyarakat dalam hubungannya dengan manusia serta nilai-nilai sosial yang berlaku dibedakan menurut tingkatan-tingkatan seperti yang dikemukakan diatas, tergantung dimana individu atau masyarakat itu berada. Berdasarkan contoh pengelompokan masyarakat seperti yang dikemukakan diatas dalam konteks pemberdayaan masyarakat maka fokus perhatian lebih ditujukan kepada kelompok masyarakat yang masih perlu diberdayakan mengingat kondisi masyarakat yang tidak berdaya.

Talizi seperti yang dikutip oleh Roesmidi dalam bukunya yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat mengemukakan bahwa konsep komunitas masyarakat yang baik (good community) mengandung sembilan nilai (the competent community):

a. Setiap anggota masyarakat berinteraksi satu dengan yang lain berdasar  hubungan pribadi.

b. Komunitas memiliki otonomi, kewenangan dan kemampuan mengurus kepentingan sendiri.

c. Memiliki viabilitas, yaitu kemampuan memecahkan masalahnya sendiri.

d. Distribusi kekuasaan yang merata, setiap orang berkesempatan yang sama dan bebas menyatakan kehendaknya.

e. Kesempatan setiap anggota untu berpartisipasi aktif dalam mengurus kepentingan bersama.

f. Komunitas memberi makna kepada anggotanya sejauh manakah pentingnya komunitas nagi seorang anggota.

g. Di dalam komunitas dimungkinkan adanya heterogenitas dan perbedaan pendapat.

h. Di dalam komunitas, pelayanan masyarakat ditempatkan sedekat dan secepat mungkin pada yang berekepentingan.

i. Di dalam komunitas bisa terjadi konflik, namun komunitas mempunyai kemampuan untuk managing conflict  

(Roesmidi, 2006:9).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas, bahwa seorang individu tidak bisa hidup sendiri dan akan selalu berinteraksi dengan yang lainnya, dan masyarakat diberikan kewenangan untuk mengurus kepentingan dirinya sendiri serta mampu memecahkan masalah dirinya sendiri. Di dalam masyarakat dimungkinkan juga adanya perbedaan pendapat dan bisa mengakibatkan terjadinya konflik namun konflik tersebut bisa diselesaikan dengan cara musyawarah secara kekeluargaan.

2.5 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang sangat serius untuk membahas masalah ini perlu dilakukan identifikasi mengenai apa yang dimaksud dengan miskin atau kemiskinan dan bagaimana cara mengukurnya. Paling tidak ada tiga macam konsep kemiskinan yaitu:

a. Kemiskinan Absolut

b. Kemiskinan Relatif

c. Kemiskinan Subyektif

(Sunyoto dalam Roesmidi,2006:89).

Melengkapi pendapat yang dikemukakan di atas, berikut merupakan penjelasan kemiskinan, sebagai berikut:

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut dirumuskan dengan membuat tertentu yang konkret (afixed yard stick). Ukuran itu pada dasarnya berorientasi pada kebutuhan hidup yang sangat mendasar seperti sandang, pangan dan papan.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif dirumuskan dengan memperhatikan dimensi tempat dan waktu. Dasar asumsinya adalah kemiskinan di suatu daerah berbeda dengan  daerah lainnya, dan kemiskinan pada suatu waktu berbeda dengan waktu lain. Konsep kemiskinan seperti ini pada dasarnya di ukur berdasarkan pertimbangan anggota masyarakat tertentu dengan berorientasi pada derajat kelayakan hidup.

3. Kemiskinan Subyektif 

Kemiskinan subyektif dirumuskan berdasarkan perasaan kelompok miskin itu sendiri. Konsep ini tidak mengenal ukuran yang konkret dan dimensi tempat dan waktu. Kelompok yang menurut kita berada di bawah garis kemiskinan, boleh jadi tidak menganggap dirinya sendiri miskin atau sebaliknya.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir ditengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian dari berbagi kalangan baik para akademisi maupun dari praktisi. Di Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus menerus. Hal ini bukan saja disebabkan masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir ditengah-tengah kita saat ini, melainkan pula karena kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi bangsa Indonesia. Kemiskinan memiliki beberapa ciri sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (Pangan, sandang dan papan).

2. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan,pendidikan, sanitasi, air bersih dan transfortasi).

3. Ketiadaan jaminan masa depan (tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).

4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal.

5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber alam.

6. ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.

7. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.

8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.

9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

(Suharto,2005:132).  

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, maka dapat kita lihat bahwa kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa hal yang menyangkut kebutuhan hidup yang sangat mendasar seperti, sandang, pangan dan papan. Kurangnya lapangan yang tersedia juga dapat menambah angka kemiskinan, karena semakin banyak pengangguran/individu yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka yang disebabkan oleh tidak adanya akses terhadap lapangan pekerjaan dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
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